
GUBERI\IT]R LAMPTTNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUI{G
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 37 TAHUN 2O2O TATA CARA PELAKSANAAN PEIIYELESAIAN

TUNTUTAIIT GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWN NEIGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PF^'ABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 56 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 201 8 tentang
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain telah
disusun Peraturan Gubemur I-ampung Nomor 37 Tahun 2O2O

tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau
Pejabat Lain;

b. bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan tugas Majelis dalam
rangka Penyelesaian Kerugian Daerah agar dapat belalan
lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu
menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang
Perubahan atas Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O74 tentang Pemerintahan
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 TambeJtan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Mengingat



6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Negara/Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 lentar,g Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O 16 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016Nomor 196);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 16 1);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun
2OO7 ter:talrg Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

1 1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor
380, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 380);

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 49 1;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37
TAHUN 2O2O TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PE.IABAT
LAIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 37 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain ( Berita
Daerah Tahun 2O20 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

Menetapkan

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) hurup e diubah sehingga pasal 6
berbunyi sebagai berikut :



Pasal 6

(1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri

Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ahli Waris

dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah

dikeluarkan SKTJM; atau

c. Penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbit SKP2KS.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur setiap tahun.

(4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang

terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;

b. Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;

c. Kepala Biro Hukum selaku wakil ketua merangkap anggota;

d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku wakil ketua merangkap anggota;

e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretaris

merangkap anggota.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 6 Mei
GUBERNUR LAMPUNG

Diundangkan di
pada tanggal i{e i 2021
SEKRET DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

RIZAL DARMINTO

2021

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR.2P..,.....

--Arff-
ARINAL DJUNAIDI


